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erada pada sebuah era digitalisasi, dimana semua negara, 
tak terkecuali negara berkembang, saat ini tengah 
mengalami tantangan yang beraneka ragam.  Mulai dari 
tantangan di bidang ekonomi, politik, ideologi, hingga 
tantangan dalam bidang hubungan antar negara. Indonesia, 
sebagai sebuah negara berkembang pun tak lepas dari geliat 
tantangan-tantangan tersebut. Salah satu tantangan yang 
dihadapi Indonesia adalah tantangan di bidang ekonomi, 
khususnya ketika menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN 
atau yang disingkat MEA. MEA memiliki karakteristik utama 
sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) 
kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan 
pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang 
secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global. Pasar 
tunggal dan basis produksi melalui skema MEA diyakini 
mendorong kawasan Asia Tenggara lebih dinamis dan berdaya 
saing dengan mekanisme dan langkah-langkah baru guna 
memperkuat pelaksanaan inisiatif-inisiatif ekonomi yang ada, 
mempercepat integrasi kawasan di sektor-sektor prioritas, 
memfasilitasi pergerakan para pelaku usaha, tenaga kerja 
terampil dan berbakat, dan memperkuat mekanisme 
kelembagaan ASEAN. Ini menjadi tantangan tersendiri, tak 
terkecuali bagi para social worker di Indonesia. Solusi 
menghadapi tantangan ini diungkap dalam sebuah artikel dalam 
buku ini yang berjudul Peluang dan Tantangan Bagi Social 





Selain tantangan menghadapi MEA, pasca reformasi 
Indonesia juga menghadapi tantangan dalam hal gerakan 
revivalisme Islam serta dalam hal stabilitas sistem kepartaian di 
Indonesia mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pasca 
reformasi, kran kebebasan bagi masyarakat Indonesia untuk 
berpolitik, berkumpul dan berpendapat dibuka seluas-luasnya, 
termasuk terhadap gerakan Islam. Sejak itu, berbagai gerakan 
Islam transnasional, partai politik, dan ajaran yang 
mengintegrasikan dengan budaya lokal muncul dan tumbuh 
pesat. Hanya saja dalam perkembangan terkini kondisi yang 
disebut sebagai revivalisme ini menghadapi banyak persoalan, 
termasuk kelemahan mereka dalam menawarkan berbagai solusi 
untuk mengatasi persoalan riil di tengah masyarakat. Bahkan 
tidak sedikit di antara aktivis Islam yang terjebak dengan 
tindakan-tindakan pragmatis yang jauh dari nilai-nilai Islam 
sebagaimana yang mereka suarakan. Dalam hal sistem 
kepartaian di Indonesia, sejumlah partai besar di Indonesia juga 
mengalami penurunan perolehan suara yang cukup signifikan. 
Realitas ketidakstabilan perolehan suara partai (electoral 
volatility) secara individual menunjukan bahwa sistem 
kepartaian Indonesia pasca Orde Baru hingga saat ini masih 
tidak stabil. Selain itu adanya pergeseran terkait konsep 
keamanan negara yang dulunya berfokus pada state security dan 
kini mengarah ke human security juga menimbulkan tantangan 
tersendiri. Konsep atau gagasan human security melahirkan 
banyak interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. 
Sejumlah artikel dalam buku ini mengupas berbagai tantangan 
tersebut dan berupaya untuk mendiskusikan solusi bagaimana 
tantangan Indonesia dalam bidang politik yang dikaji dalam 
sejumlah perspektif menarik dari sudut pandang keilmuan 
sosial, politik, pemerintahan, komunikasi dan juga perspektif 
hubungan internasional. 
Buku bunga rampai ini sejatinya adalah sebuah 
kolaborasi menarik dari sejumlah pemikir kajian sosial politik, 
komunikasi dan hubungan internasional yang mencoba untuk 
menelaah bagaimana seharusnya Indonesia bisa menempatkan 
posisinya sebagai negara yang tak terlepas dari tantangan-
tantangan di era digitalisasi seperti saat ini. Tujuan buku ini 




apa saja solusi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan bersama 
kita mewujudkan Indonesia sebagai negara bermartabat, demi 
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Menembus Ortodoksi Paradigma ‘Keamanan’: 
Melampaui State Security  Menuju Urgensi Human Security 
 





ulisan sederhana ini hendak merefleksikan ulang gagasan 
keamanan. Studi keamanan setidaknya sebelum 
berakhirnya Perang Dingin didominasi kajian-kajian 
yang bersifat state centric. Yakni, pendefinisian keamanan dan 
ancaman merujuk pada eksistensi sebuah negara. Teori 
keamanan klasik state centric hanya memfokuskan pada soal 
keselamatan negara dari bahaya yang berasal dari internal 
ataupun dari wilayah eksternal. Sehingga yang ditekankan untuk 
memastikan keamanan negara terjamin adalah nalar 
institusional. Hadirnya lembaga atau institusi yang berfungsi 
untuk melindungi serta memastikan keadaan aman bagi negara 
membuat gagasan keamanan menjadi sangat kaku dan 
konvensional. Bahwa yang berhak menentukan segenap langkah 
atau kebijakan terkait keamanan adalah mutlak negara. Pasca 
Perang dingin berakhir, gagasan tentang ancaman dan 
keamanan dipersoalkan kembali. Momentum tersebut 
merekonstruksi ulang tentang apa yang dimaksud sebagai 
ancaman dan keamanan itu sendiri. Jika kajian keamanan klasik 
menempatkan negara sebagai pusat keamanan. Kini, dengan 
berakhirnya Perang Dingin gagasan tentang keamanan merujuk 
pada keamanan atau keselamatan manusia. Konsep keamanan 
tidak lagi dimaknai sebagai sebuah pemikiran yang final. Tetapi 
ide tentang keamanan yang modern adalah beyond state centric. 
Keamanan sejatinya merupakan gagasan yang selalu 
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dimaksud ancaman bagi manusia, baik sebagai individu maupun 
kolektivitas. 
 
 Sebelum masuk ke dalam pergeseran paradigma 
keamanan, ada baiknya memahami terlebih dahulu istilah 
keamanan. Secara epistemologi keamanan berasal dari bahasa 
Latin, yakni “se” yang bermakna “tanpa” dan “curus” yang 
berarti “kegelisahan”. Keamanan, jika demikian dapat 
dirumuskan atau dimengerti sebagai sebuah situasi tanpa resiko 
atau situasi tanpa ancaman (Lay, 2009). Seiring perkembangan 
tentang ancaman terhadap kelangsungan manusia itu sendiri, 
maka kebijakan menyangkut keamanan manusia juga mengikuti 
gerak dinamikanya. Perluasan makna di atas membawa 
keamanan ke tingkatan yang lebih rumit dan kompleks. Yaitu, 
ancaman manusia sebagai individu maupun sebagai kelompok 
kolektivitas. Ancaman-ancaman terhadap eksistensi manusia itu 
sendiri berada dalam lima ranah penting: militer, politik, 
ekonomi, masyarakat, dan lingkungan. Pada hakikatnya, 
gagasan keamanan state centric dinilai sudah tidak memadai 
atau relevan lagi digunakan untuk memahami keamanan yang 
spektrumnya kini lebih luas. Ancaman-ancaman terhadap 
keberlangsungan (survival) manusia tidak bisa lagi diselesaikan 
dengan mengandalkan kekuatan institusi keamanan dan 
pertahanan negara. Perlu formula lain untuk mendesain konsep 
keamanan yang lebih reflektif. Isu lingkungan misalnya, telah 
sampai pada kesepakatan global bahwa ancaman yang berasal 
dari lingkungan memiliki dampak serius bagi keamanan 
manusia, negara, maupun global. Sebagai contoh kerusakan 
lingkungan yang mengakibatkan problem serius dalam 
kelangsungan kehidupan di muka bumi. Faktanya bukan hanya 
persoalan sederhana. Kerusakan lingkungan pada titik paling 
ekstrim membawa peperangan dan kematian manusia 
(Nainggolan, Tanpa Tahun:74). Tidak berlebihan jika kini 
lingkungan menempati isu sentral dalam diskursus soal 
keamanan manusia (human security) jika melihat dampak yang 
ditimbulkannya.  Langkah antisipasi yang digalakkan oleh 
komunitas global adalah dengan beramai-ramai membawa isu 
lingkungan ke dalam forum-forum global guna memikirkan 
solusi tepat untuk menyelamatkan dunia dan manusia. 
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 Mendiskusikan gagasan keamanan tidak bisa hanya 
didekati dengan satu perspektif tertentu. Memang lazimnya 
studi tentang keamanan kerap dikaitkan dengan fungsi dasar 
atau fungsi klasik suatu negara. Bahwa negara harus memberikan 
rasa aman dan nyaman bagi seluruh komponen masyarakat yang 
ada di negara tersebut. Tidak heran jika pendefinisian atas apa 
yang disebut sebagai ancaman adalah dalam kerangka pikir state 
centric. Bagi negara, yang dimaksud sebagai ancaman dapat 
berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang datang 
dari luar negara.  Mengupayakan masyarakat agar terhindar dari 
situasi homo homoni lupus merupakan fungsi utama negara 
dengan melakukan serangkaian tindakan dengan mendasarkan 
pada teori-teori kontrak sosial. Dalam pemikiran Hobbes 
misalnya, bahwa upaya mencari kedamaian dalam situasi konflik 
dan peperangan dalam masyarakat, yang perlu dilakukan adalah 
dengan menyerahkan secara sadar hak-hak mereka kepada 
kekuasaan tunggal yang diijinkan untuk bertindak atas nama 
mereka (Noer, 1996). Perspektif inilah yang kemudian 
melahirkan (1) fungsi keamanan yang dijalankan oleh aparat 
penegak hukum, terutama polisi; (b) menjadi rujukan lebih 
lanjut mengenai fungsi-fungsi kepolisian yang mencakup fungsi 
perlindungan, penegakan hukum, dan kamtibnas (Lay, 2009). 
 
 Di sisi lainnya, konsep keamanan juga digali dari 
pemahaman tentang bahaya atau ancaman yang datang dari 
eksternal. Ancaman dari luar ini kerap dikaitkan dengan 
ancaman militer. Sehingga, terminologi keamanan dalam cara 
pandang ini nyatanya jauh lebih klasik, yakni memastikan 
bekerjanya fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan 
keamanan bagi masyarakatnya. Untuk memberikan 
perlindungan dan keamanan itulah kemudian negara 
membentuk alat pertahanannya sendiri, yang dalam konteks 
modern dikenal sebagai tentara. Kebutuhan memiliki angkatan 
perang sendiri merupakan keharusan untuk tidak hanya 
memberikan keamanan bagi warganya, tetapi juga menjadi 
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Karya filsafat praktik kenegaraan, seperti karya Kautilya 
merefleksikan bahwa keamanan bukanlah sebuah peristiwa yang 
terjadi secara spontan dan tidak harus  selalu dihadapi dengan 
kekuatan perang. Ancaman terhadap keamanan sangat bervariasi 
dan melibatkan proses yang panjang. Demikian pula, bahwa 
setiap variasi dapat direduksi atau bahkan ditiadakan melalui 
pengembangan mekanisme peringatan dini yang baik. Karena 
itu, kebutuhan untuk memahami, baik proses ekstrimnya 
ancaman maupun pencegahannya menjadi sama pentingnya 
dalam studi keamanan. Perkembangan inilah yang kemudian 
meletakkan dasar keberadaan intelijen: (a) sebagai aktor/ 
lembaga yang memiliki fungsi cukup otonom; (b) 
memunculkan fungsi-fungsi spesifik intelijen mulai 
pengumpulan informasi, analisa, dan perumusan rekomendasi 
kebijakan, menjalankan tindakan spionase (Hayati, dkk, 2011: 
161); (c) sebagai basis bagi pembangunan sistem peringatan dini 
(Lay, 2009). Dengan demikian, upaya antisipasi sama 
pentingnya dengan memahami proses ancaman itu sendiri.  
 
 Telaah konsep keamanan diatas hendak menunjukkan 
bahwa yang dimaksud dengan keamanan atas suatu ancaman 
baik dari internal maupun eksternal terkonsentrasi pada negara. 
Menurut teori klasik ini, negara lah yang patut diselamatkan atas 
berbagai bahaya atau ancaman yang melingkupinya. Sehingga 
tidak heran jika penguatan lembaga atau institusi menjadi solusi 
yang dipilih negara dalam upaya antisipasi maupun reduksi 
suatu ancaman. Negara memiliki kewenangan penuh bagaimana 
keamanan itu didefinisikan.  
 
 .  
 
Paradigma keamanan berubah seiring dengan dinamika 
persoalan ancaman itu sendiri. Jika teori keamanan klasik 
menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam pendefinisian 
atas keamanan dan ancaman. Maka, kini studi-studi keamanan 
modern berpijak pada ancaman terhadap nasib manusia sebagai 
kolektivitas maupun individu. Barry Buzan misalnya, 
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menempatkan isu keamanan pada upaya bagaimana kolektivitas 
manusia membebaskan diri dari ancaman dan dapat survive. 
Perluasan makna keamanan menemukan momentumnya 
terutama sejak tahun 1990-an dimana spektrum ini tampak dari 
rumusan yang dikemukakan PBB yang mengharuskan konsep 
“keamanan terhadap” diubah dari “penekanan pada keamanan 
nasional” atau “keamanan negara” ke arah penekanan yang lebih 
besar pada “people security” atau “human security”. 
Pencapaiannya pun juga mengalami pergeseran tekanan, dari 
keamanan yang diwujudkan melalui “armament” ke arah 
keamanan yang dicapai melalui “human development” ; dari 
penekanan  pada keamanan “territorial” ke arah “food 
employment and environment security” (Lay, 2009). 
 
Di antara lima ranah yang menjadi fokus kajian security 
modern, isu lingkungan menjadi kekuatan penting dalam politik 
keamanan. Dalam perkembangannya, isu lingkungan telah 
bergeser secara jauh dari posisi awalnya sebagai isu minor dalam 
politik global, menjadi semacam ideologi yang bisa diartikan 
sebagai humanisme global. Dalam konteks inilah isu lingkungan 
berada dalam posisi strategis kajian keamanan. Sebagai ideologi 
humanisme global, lingkungan memiliki sejumlah karakteristik 
khas yang idealnya dapat dijadikan titik pijak bagi politik 
keamanan sebagai instrument pengaturan kepentingan bersama. 
Pertama, lingkungan tidak pernah bisa dipagari oleh ruang yang 
diciptakan melalui politik. Ia melintasi batas-batas negara, 
mengabaikan konseptualisasi tentang “kedaulatan” negara 
modern. Bahkan rezim paling otoriter sekalipun tidak memiliki 
cukup kuasa untuk membentengi negaranya. Asap misalnya, 
tidak akan pernah bisa dicegah untuk tidak bermigrasi ke 
wilayah territorial negara tetanggga. Kedua, lingkungan melekat 
di dalamnya kepentingan paling subyektif dari manusia sebagai 
makhluk, terlepas dari ruang politik dan batasan waktu. Artinya 
adalah, lingkungan memiliki variasi makna mulai dari posisinya 
sebagai ruang ekonomi, ruang kultural, dan juga ruang dalam 
makna fisiknya. Ketiga, lingkungan memiliki kekhasan daya 
hukum yang timbul sebagai akibat dari pengabaian manusia atas 
lingkungan, yakni indiskriminatif. Berbagai musibah dan 
bencana yang datang silih berganti sebagai akibat logis dari 
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kealphaan memperlakukan lingkungan secara wajar melanda 
siapa saja tanpa mempedulikan kelas sosial, suku, agama, dan 
karakteristik pembeda lainnya (Lay, 2007:156--158). 
 
Posisi strategis isu lingkungan seperti halnya di atas, 
melahirkan pola relasi atau jejaring yang rumit sekaligus 
kompleks. Bencana yang diakibatkan lingkungan merefleksikan 
bahwa upaya melindungi keamanan manusia melalui 
penyelamatan lingkungan hanya bisa dilakukan dengan 
membangun kesadaran bersama. Sinergi dan kolaborasi di dalam 
komunitas global sebagai upaya mencari jalan tengah atas 
kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan menjadi 
penggambaran interaksi jejaring paling kompleks. Tidak hanya 
soal bagaimana saling berbagi peran dalam sebuah agenda 
penyelamatan lingkungan. Tetapi juga menyuguhkan 
perdebatan pelik atas siapa yang seharusnya bertanggung jawab 
atas kerusakan lingkungan. Agenda REDD+ misalnya, menjadi 
penegas bahwa lingkungan menjadi salah satu isu global yang 
mampu mengajak berbagai komunitas global untuk duduk 
memikirkan kelangsungan kehidupan di bumi. Namun, upaya 
penyelamatan itu tidak secara otomatis mendamaikan perebutan 
kepentingan atas lingkungan antara negara maju dengan negara 




Kini, diskusi tentang keamanan kontemporer erat 
kaitannya dengan gagasan tentang human security. Sebelum 
gagasan tentang human security muncul, global dihadapkan 
pada dua dominasi besar yakni, pembangunan ekonomi 
(kebijakan luar negeri) dan keamanan militer. Namun, dua 
kekuatan yang menjad kiblat dunia ini mengalami kekacauan 
seiring dengan berakhirnya perang dingin tahun 1990-an (King 
dan Murray, 2002;587). Berakhirnya Perang Dingin telah 
mengalihkan para ahli studi keamanan yang mencoba 
mengkonstruksikan kembali apa yang disebut dengan 
‘keamanan’. Mahbub Ul-Haq misalnya, meluncurkan Laporan 
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Pembangunan Manusia  yang menegaskan bahwa pembangunan 
harus difokuskan pada orang-orang (meskipun dikelompokkan 
berdasarkan negara) daripada keamanan batas-batas nasional 
mereka, yakni dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan 
kebebasan politik di samping kesejahteraan ekonomi. Sehingga, 
yang dimaksud dengan pembangunan manusia tidak terbatas 
pada pendapatan, tetapi aspek non-income juga perlu mendapat 
perhatian. Gagasan tersebut juga menjadi faktor dalam 
mengukur Human Development Index. (King dan Murray, 
2002: 589). 
 
Pasca Perang Dingin konsep human security telah 
menggeser dominasi state security. Ada dua peristiwa besar yang 
mendorong lahirnya human security, yakni pertama, 
berakhirnya perang dingin. Runtuhnya Negara yang dimulai 
pada akhir Perang Dingin menyebabkan terjadinya perang 
saudara. Keamanan yang dilakukan oleh Negara tidak bisa 
menangkap dinamika tersebut yang juga gagal dalam 
menghadapi ancaman non-military untuk Negara dan 
rakyatnya. Sebagai contoh, migrasi massal, kejahatan 
transnasional, bencana lingkungan, hutang dan penyakit 
(MacArthur, 2008:424). Kedua, globalisasi juga berperan dalam 
menciptakan pembangunan yang tidak merata, terjadi 
perubahan teknologi dan politik yang juga mempengaruhi 
kestabilan keamanan Negara. Human security kemudian 
menempati diskursus sentral dalam diskusi-diskusi kebijakan 
luar negeri. Seperti komitmen G8 yang menyatakan pada Juni 
1999 bahwa mereka bertekad untuk memerangi penyebab 
ancaman multiple keamanan manusia. Meskipun definisi 
keamanan manusia, agenda penelitian dan kebijakan keamanan 
manusia itu sendiri masih belum jelas (King dan Murray, 
2002:590). 
 
Konsep atau gagasan human security melahirkan banyak 
interpretasi yang akhirnya memunculkan perdebatan. 
Keamanan manusia berada pada regangan dua kutub besar yang 
banyak mempengaruhi ide atau konsep tentang human security 
itu sendiri. Sehingga belum ada  pendefinisian yang baku atau 
utuh tentang apa yang dimaksud dengan keamanan manusia, 
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karena masing-masing kutub (East versus West) memiliki 
argumentasi dan konsep sendiri tentang human security. 
Pertama adalah perspektif atau pendekatan yang berasal dari 
Timur (Asia). Keamanan manusia dalam cara pandang Negara-
negara Asia bisa dilacak dari hasil inovasi UNDP Tahun 1994 
yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mahbub 
Ul-Haq. Setidaknya ada tujuh komponen yang menjadi 
landasan atau cakupan jika membicarakan keamanan manusia: 
economic security (misalnya, terbebas dari jerat kemiskinan), 
food security (akses terhadap makanan), health security (akses 
terhadap perawatan kesehatan, perlindungan dari penyakit), 
environment security (akses perlindungan terhadap suplai air, 
udara bersih dan dari bahaya seperti polusi lingkungan dan 
penipisan), personal security (aman dari kekerasan fisik dan 
ancaman lainnya seperti perang, penyiksaan,dsb), community 
security (bicara tentang keamanan budaya tradisional, kelompok 
etnis,dsb), dan political security (perlindungan terhadap hak-
hak dasar manusia, dan kebebasan) (Acharya, 2001:445). 
 
Beberapa pemerintah negara-negara di kawasan Asia 
melihat keamanan manusia sebagai upaya lain oleh Barat untuk 
memaksakan nilai-nilai liberal dan lembaga-lembaga politik 
pada masyarakat non-Barat. Sehingga konsep tentang keamanan 
juga bicara soal kontestasi politik atas apa yang disebut 
keamanan manusia. Argumentasi Rolland Paris menyebutkan 
bahwa pendefinisian klasik atas konsep keamanan yang dahulu 
sempit (ancaman yang berasal dari militer dan nuklir) juga 
mempengaruhi ruang lingkup keamanan manusia sendiri 
sehingga menjadi sangat luas, dimana masing-masing individu 
bisa bicara tentang konsep keamanan manusia yang digagasnya. 
Dengan demikian, keamanan manusia bisa dilihat dalam 
berbagai perspektif: ia bisa dimaknai sebagai seruan, kampanye 
politik maupun keyakinan tentang sumber konflik baru (Paris, 
2001:87-112). 
Pendekatan kedua banyak digagas oleh Kanada, 
Norwegia dan Negara-negara Barat lainnya. Mereka 
memulainya dengan mengkritik laporan UNDP tentang luasnya 
konsep keamanan manusia. Pendekatan ini mengkritik gagasan 
yang diyakini oleh kawasan Asia yang berfokus terlalu banyak 
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pada ancaman yang terkait dengan underdevelopment, 
sementara mengorbankan atau mengabaikan ketidakamanan 
manusia akibat konflik kekerasan. Gagasan keamanan manusia 
dalam pandangan Kanada dan dunia Barat banyak dipengaruhi 
doktrin-doktrin piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia dan Konvensi Jenewa yang menjadi unsur-unsur inti 
dalam mendiskusikan ide tentang keamanan manusia. Misalnya 
keamanan manusia harus didudukkan dalam kerangka tentang 
hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, perempuan 
dan dan anak-anak di daerah konflik, tentara anak-anak, pekerja 
anak, dan lain sebagainya. (Acharya, 2001:445). 
 
Pada dasarnya, keamanan manusia (human security) 
merupakan respon terhadap kegagalan keamanan tradisional 
yang state centric dan kerangka keamanan yang militeristik. 
Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa keamanan manusia 
pertama kali mendapat pengakuan Internasional (UNDP) 
dalam Laporan Pembangunan Manusia program pengembangan 
PBB pada tahun 1994. Laporan ini menggambarkan tujuh jenis 
keamanan yakni, ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, 
pribadi, masyarakat dan politik. Formulasi ini merupakan 
tantangan langsung terhadap paradigma tradisional. Dan 
kemudian muncul konsep-konsep baru yang ditawarkan oleh 
analis. Mahbub Ul-Haq misalnya menegaskan bahwa keamanan 
manusia kini menjadi perhatian dominan di komunitas global. 
Menurutnya, kini yang dimaksud keamanan adalah keamanan 
orang, bukan hanya wilayah; keamanan individu, bukan hanya 
dari Negara-negara; keamanan melalui pembangunan, bukan 
melalui senjata; keamanan untuk semua orang dimana pun: di 
rumah mereka, dalam pekerjaan mereka, di jalan-jalan mereka, 
dalam komunitas mereka dan dalam lingkungan mereka 
(MacArthur, 2008:425). Sementara itu, Komisi Keamanan 
Manusia (Commission on Human Security) menegaskan bahwa 
sejatinya negara tetap menjadi penyedia keamanan. Negara 
harus mengubah perspektif konvensionalnya karena gagal dalam 
memberikan kewajiban keamanan, perhatian sekarang harus 
bergeser dari keamanan untuk Negara menjadi keamanan untuk 
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Dalam konteks ini, tulisan ini tidak berupaya untuk 
memposisikan sebagai penganut pandangan tertentu. Akan 
tetapi untuk memfokuskan diskusi, yang akan dielaborasi lebih 
dalam adalah mengenai keamanan lingkungan. Lingkungan juga 
merupakan scope dari keamanan manusia itu sendiri. Dalam 
tulisan ini, isu lingkungan adalah salah satu elemen yang juga 
harus mendapatkan perhatian dari Negara dan komunitas 
global. Karena kondisi lingkungan akan sangat mempengaruhi 
baik secara langsung maupun tidak langsung keamanan manusia 
itu sendiri, atau dampak yang ditimbulkannya juga dapat 
mempengaruhi keamanan global. Sehingga, lingkungan harus 
didudukkan sebagai salah satu pondasi dasar dalam meletakkan 
kerangka keamanan yang lebih revolusioner. Dengan demikian, 
penting untuk menjelaskan bagaimana lingkungan juga menjadi 
salah satu komponen keamanan yang juga harus dipikirkan tidak 
hanya oleh sebuah Negara tetapi juga untuk scope yang lebih 




Polemik klasik antara lingkungan dengan pembangunan 
industrial misalnya, pada akhirnya menerima lingkungan 
sebagai faktor yang juga mempengaruhi cara berpikir para policy 
maker dalam mengambil keputusan publik. Kini, wacana 
tentang pembangunan selalu dikaitkan dengan keberlanjutan 
ekologi. Misalnya, di Amerika Serikat, para policy maker 
bersepakat jika sejatinya keamanan lingkungan juga sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan itu sendiri. 
Jika terjadi kerusakan maka secara tidak langsung akan 
mengganggu stabilitas perekonomian di suatu Negara tersebut. 
Mereka sadar bahwa ancaman yang bersifat ekologi jauh lebih 
panjang dampaknya daripada ancaman yang disebabkan oleh 
militer.  Sebab, ancaman ekologi juga akan membawa dampak 
terhadap perekonomian suatu negara. Dengan demikian, 
mengupayakan keamanan lingkungan berarti juga 
mengupayakan untuk menyelamatkan perekonomiannya. 
Diterimanya isu lingkungan sebagai faktor yang juga 
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berpengaruh besar terhadap pembangunan, telah mengalahkan 
paradigma yang selama ini diyakini oleh Negara Barat yakni, 
kapitalisme. Para penganut kapitalisme berkeyakinan jika 
kekayaan sumber daya alam adalah untuk dieksploitasi, 
dikonsumsi untuk pembangunan, dan juga diperdagangkan di 
pasar Internasional. Isu lingkungan tidak menjadi standar atau 
parameter proses politik di Negara Barat. Oleh sebab itu, untuk 
menjadikannya sebuah mainstream baru dalam wacana 
keamanan dukungan dari dunia internasional menjadi hal yang 
utama (Dalby, 1992:110-115). 
 
Di awal telah dijelaskan bahwa berakhirnya Perang 
Dingin, perhatian dunia beralih pada keamanan yang bersifat 
luas. Para ahli studi keamanan yang mencoba mengkonstruksi 
ulang apa yang disebut dengan ‘keamanan’. Sebagai akibat dari 
perluasan atas konsep security tersebut, muncul berbagai macam 
diskusi untuk menawarkan gagasan atau alternatif isu dalam 
memahami konstelasi tentang keamanan itu sendiri. Konsep 
keamanan tidak lagi terbatas pada isu atau dimensi state security 
pada umunya. Tetapi meluas dan menyentuh level-level paling 
mendasar dari kebutuhan manusia. Sebagai contoh, sumber 
ancaman terhadap keamanan baik global, nasional maupun 
terhadap individu adalah kerusakan lingkungan. Dalam 
perspektif environmwent security¸ yang mengancam keamanan 
global tidak hanya berasal dari kejahatan-kejahatan perang, 
tetapi kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan 
kehidupan manusia juga dipahami sebagai ancaman bagi 
keamanan global. Kegelisahan inilah yang kemudian 
mendorong dunia internasional untuk mau berkolaborasi demi 
keberlangsungan kehidupan di bumi. Ahli studi keamanan Barry 
Buzan, dalam bukunya, People, States and Fear: An Agendas for 
International Security Sttudies in the Post-Cold War Era 
(Buzan, 1991) secara eksplisit telah memasukkan lingkungan 
sebagai salah satu agenda penting yang dapat mengancam 
keamanan pasca Perang Dingin. Ia menegaskan bahwa: 
 
“security is primarily about the fate of human 
collectivities… about the pursuit of freedom from 
threat. The bottom line is about survival, but it also 
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includes a substantial range of concern about the 
condition of existence… security is affected by 
factors in five major sectors: military, political, 
economic, societal, and environmental.” 
 
 
Lingkungan didefinisikan sebagai salah satu faktor yang 
mempengaruhi keamanan itu sendiri. Masalah lingkungan yang 
dapat mengancam keamanan misalnya, deforestasi, degradasi 
hutan, krisis air, perubahan iklim yang dapat memicu konflik 
dan pada titik ekstrim menimbulkan masalah keamanan global.  
 
Sebenarnya, isu lingkungan mulai diwacanakan ke 
kancah global sejak 1970-an. Vandana Shiva mengungkapkan 
bahwa gerakan-gerakan pro hijau pada tahun 1970-an yang 
semula merupakan masalah lokal menjadi awal cerita sukses 
dalam membawa isu lingkungan sebagai masalah global 
(Chaturvedi, 1998:703). Kini, hampir setiap negara secara 
aklamasi menempatkan lingkungan sebagai inti dari konstitusi 
global sekaligus menjadi ideologi humanisme yang melahirkan 
jejaring interaksi politik paling kompleks yang tercermin dalam 
dokumen World Commision on Environment and 
Development (Lay, 2007:154).  Tidak heran jika isu lingkungan 
kemudian menjadi pilar penting dalam studi pembangunan 
kontemporer. Pembangunan tidak lagi didominasi nalar 
ekonomi centric, tetapi lingkungan telah mengambil perannya 
dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan 
(Budiman, 2000:6). Hal yang sama dipertegas oleh Marvin 
Soroos yang melihat bahwa masalah lingkungan telah menjadi 
salah satu agenda Internasional sebagai salah satu upaya 
membangun perdamaian dunia. Ia telah menjadi wacana 
dominan dalam mendiskusikan konsep keamanan beyond 
tradisional geopolitik dan keamanan militer sebagai upaya untuk 
kesejahteraan manusia (Soroos, 1994:317). 
 
Beberapa isu utama masalah lingkungan yakni, degradasi 
hutan, deforestasi, krisis air, perubahan iklim, dan pemanasan 
global akan menimbulkan dampak terhadap keamanan manusia, 
keamanan nasional suatu Negara, dan juga terhadap hubungan 
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antar Negara atau hubungan Internasional secara luas. 
Kerusakan lingkungan secara luas dan parah, terutama dipicu 
oleh tingginya emisi karbondioksida yang menyebabkan 
terjadinya perubahan iklim dunia (global climate change) akibat 
terjadinya pemanasan global. Dari aspek keamanan manusia, 
perubahan iklim dan pemanasan global menyebabkan bencana 
di seluruh dunia yang mengancam nyawa jutaan orang. Sebuah 
ancaman yang lebih besar dibandingkan dengan bahaya 
terorisme internasional. Perubahan iklim melahirkan 
permasalahan yang jauh lebih kompleks dengan berbagai 
penderitaan baru bagi umat manusia. Misalnya, pemanasan 
global akan berdampak pada iklim yang cepat berubah, dimana 
perubahan iklim seharusnya hanya berlangsung dalam kurun 
waktu 30 tahun. Namun, kini perubahan iklim seakan seperti 
perubahan cuaca yang dapat berubah cepat. Hal ini akan 
berpengaruh pada peningkatan permukaan air laut (Nainggolan, 
Tanpa Tahun: 74). 
 
Sebagai contoh di Bangladesh, peningkatan permukaan 
air laut menyebabkan 7% wilayahnya tenggelam dan memaksa 
15 juta penduduknya untuk berpindah pemukiman. Di India, 
banjir yang menerjang menyebabkan sedikitnya 60 juta orang 
harus mengungsi. Sedangkan di Mesir harus kehilangan 12%-
15% wilayah suburnya, sehingga 75 juta orang harus berpindah 
akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Perubahan cuaca 
yang sangat ekstrim akibat gelombang panas yang melanda 
wilayah Andra Pradesh, India, pada tahun 2003 telah 
menyebabkan 1.664 orang mati. Sementara di Prancis, suhu 
udara yang luar biasa panas tahun 2003 telah mengakibatkan 
5.000 orang tewas. Di Inggris, musim dingin terekstrim dapat 
mencapai minus 40 derajat Celcius (Nainggolan, Tanpa 
Tahun:75-76). 
 
Fakta empirik di atas sedang menunjukkan betapa 
dahsyatnya ancaman akibat kerusakan lingkungan terhadap 
kelangsungan kehidupan di bumi. Kerusakan lingkungan 
memiliki kekuatan digdaya yang dapat mengganggu keamanan 
di segala sektor, baik politik, keamanan, ekonomi nasional, 
maupun wilayah yang lebih luas lagi yakni global. Sangat wajar 
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apabila kini wacana lingkungan menjadi isu dominan dalam 
upaya membangun keamanan Internasional, khususnya 
keamanan manusia. Seperti yang ditegaskan oleh ahli keamanan 
Barry Buzan yang memasukkan domain lingkungan sebagai 
salah satu agenda keamanan pasca Perang Dingin. Sementara, 
Thomas Homer Dixon lebih jauh lagi mengidentifikasi soal 
ancaman konflik yang bersumber dari masalah-masalah 
lingkungan, seperti perebutan sumber daya alam yang semakin 
langka. Ia juga menegaskan bahwa kerusakan lingkungan juga 
berdampak pada migrasi penduduk dan mengalirnya pengungsi 
lingkungan (environmental refugees) yang dapat menggangu 
perekonomian nasional dan antar negara, stabilitas politik, 
keamanan dan perdamaian di tingkat regional dan global 




 Pokok perhatian tulisan ini adalah bahwa konsep 
keamanan belum menemui pendefinisiannya secara utuh. 
Diskursus keamanan belum sampai perdebatan final. Ia bergerak 
mengikuti perkembangan atas apa yang dimaksud dengan 
ancaman. Bergesernya konsep keamanan dari state security ke 
human security adalah implikasi dari perkembangan soal 
ancaman atau bahaya itu sendiri. Dalam kerangka keamanan 
modern, ancaman bersumber pada persoalan “kita” dan  bukan 
“polisi” maupun “tentara”. Jika teori keamanan tradisional 
berpijak dengan memahami “ancaman terhadap apa” yang pada 
awalnya ditekankan pada negara. Maka, di dalam logika 
keamanan modern itu bergeser menjadi “ancaman dari apa” 
yang merefleksikan ancaman sebagai hal yang bersifat ad 
interim. Dengan demikian, konsep keamanan kontemporer 
adalah pertarungan politis atas apa yang dimaksud dengan hal-
hal yang “mengancam” kita, baik secara individu ataupun 
sebagai komunitas masyarakat.  Dari pergeseran tersebut 
melahirkan pola relasi keamanan yang berbeda, jauh lebih rumit 
dan kompleks, melibatkan stakeholder lintas global dan 
nasional, mempertemukan beragam kepentingan yang 
tendensinya saling menegasikan. Keamanan dalam perspektif 
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negara ansich  tidak lagi relevan untuk menjawab ancaman-
ancaman yang bersumber dari non-tradisional.  
 
 Pada akhirnya, tulisan ini hendak menjelaskan bahwa 
diskursus keamanan adalah kajian yang sifatnya ad infinitum. 
Memahami gagasan keamanan adalah mendudukkan isu 
tentang keamanan dalam kajian politik. Keamanan merupakan 
konsep yang dinamis mengikuti pertarungan wacana atas apa 
yang disepakati sebagai ancaman bersama. Persoalan keamanan 
sejatinya bukan berada dalam ranah negara saja. Akan tetapi 
keamanan sendiri melekat di dalam kepentingan masing-masing 
individu maupun masyarakat sebagai kolektivitas. Keamanan 
dalam konteks yang lebih luas, bukan berangkat dari suatu  
kajian teoritis. Namun,  lahir dari kebutuhan praktis yang 
memberikan implikasi bagi bangunan konsep keamanan itu 
sendiri. Jika dahulu, mendiskusikan keamanan kerap dikaitkan 
dengan kajian-kajian yang sifatnya militeristik, perang dan 
konflik. Kini, diskusi-diskusi keamanan bergeser ke arah 
survavilitas manusia. Parameter keamanan tidak lagi didasarkan 
seberapa sering suatu negara berperang atau bagaimana negara 
mengantisipasi ancaman terhadapnya. Tetapi, bagaimana setiap 
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